
 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Implementasi Kebijakan 

1. Apa dan bagaimana landasan implementasi kebijakan pendaerahan PBB-

P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya 

periode 2014-2016 ? 

2. Bagaimana tahapan persiapan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri dalam rangka implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2? 

3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan 

pendaerahan PBB-P2 mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian, dan 

penetapan pajak,? 

 

B. Kesiapan Implementasi Kebijakan 

1. Dilihat dari sarana dan prasarana 

a. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan fasilitas 

bangunan kantor? 

b. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan peralatan 

teknologi informasi? 

c. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan peralatan 

pemetaan? 

d. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan fasilitas 

penunjang dan operasional kantor? 

2. Dilihat dari struktur organisasi dan tata-kerja 



 

 

a. Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam 

rangka melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten 

Wonogiri? 

b. Bagaimana jalur otoritas dan tata-kerja yang digunakan dalam rangka 

melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri? 

c. Apa kekurangan yang ada dari struktur organisasi dan tata-kerja yang 

ada sekarang ? 

 

3. Dilihat dari sumber daya manusia 

a. Bagaimana ketersediaan staf dalam rangka implementasi kebijakan 

pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?  

b. Bagaimana kompetensi staf dalam rangka implementasi kebijakan 

pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?  

c. Apa yang masih kurang menyangkut SDM baik secara kualitas 

maupun kuantitas? 

 

4. Dilihat dari regulasi dan prosedur operasi standar 

a. Seperti apa peraturan daerah yang dikeluarkan dalam implementasi 

kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?  

b. Seperti apa peraturan kepala daerah dalam implementasi kebijakan 

pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?  

c. Bagaimana prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan 

pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?  



 

 

C. Implikasi Implementasi Kebijakan 

1. Bagaimana implikasi dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 

terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilihat dari 

pencapaian target pengelolaan PBB-P2? 

2. Bagaimana implikasi dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 

terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilihat dari 

penyelesaian tunggakan piutang pajak? 

3. Bagaimana implikasi dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 

terhadap efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


